
1 

 

  

DAFTAR PUSTAKA 

 

BUKU 

 

Ali, Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta  

 

Brotodihardjo, R. Santoso, 2013, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Refika 

Aditama, Bandung 

 

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, Perpajakan : Konsep, Teori, Dan Isu, 

Prenada Media Group, Jakarta 

 

Ilyas, Wirawan B Dan Richard Burton, 2008, Hukum Pajak, Salemba 4, Jakarta 

 

Kirchler, Erich, 2007, The Economic Psycgology of Tax Behaviour, Cambridge 

University Press, United Kingdom  

 

Mansury, 1996, Pajak Penghasilan Lanjutan, PT Bina Rena Pariwara, Jakarta 
 
Rosdiana , Haula dan Edi Slamet Irianto, 2013, Pengatar Ilmu Pajak : Kebijakan 

dan Implementasi di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta 

Siahaan, Marihot Pahala, 2010, Hukum Pajak Elementer, Graha Ilmu, Sleman  

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu 

Tinjauan Singkat, PT RajaGrafindo, Jakarta 

 

Sumardjono, Maria, 1997, Pendoman Pembuatan Usulan Penelitian, PT Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta 

Sumarsan, T, 2010, Perpajakan Indonesia : Pedoman Perpajakan yang Lengkap 

Berdasarkan Undang-Undang, PT Indeks, Jakarta 

Sunggono, Bambang, 2009, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian, Rajawali Pers, 

Jakarta 

Widyaningsih, Aristanti, 2011, Hukum Pajak Dan Perpajakan Dengan Pendekatan 

Mind Map,Alfabeta, Bandung 

 

 

 

Kebijakan Ekstensifikasi Pemberian NPWP Secara Jabatan Dalam Kaitannya Dengan Asas Economic
Of
Collection (Studi Kasus Underground Economy Pada Sektor UMKM Di Kecamatan Depok Kabupaten
Sleman)
UMY ZAHROH, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



2 

 

 

 

JURNAL 

 

Annisa, Ema dan Shochrul Rohmatul Ajija, “Ekstensifikasi Wajib Pajak Sebagai 

Upaya Peningkatan Tax To Gross Domestic Product Ratio Indonesia Pasca 

Kenaikan Ham Baran Bakar Minyak”, Pangsa: Jurnal Ekonomi dan 

Pembangunan, edisi 12/XI, 2006 

 
Blades, Derek And David Robert, “Measuring The Non-Observed Economy”, 

OECD, No 5, November 2002 

 

Dermawan, Mohammad Kemal, “Underground Economy Dan Kejahtan Birokrat”, 

Vol 12, No 2, 2010 

 

Mulyawan, Andi Wawan dan Azwar, “Analisis Underground Economy di 

Indonesia dan Potensi Penerimaan Pajak”, Jurnal Info Artha Vo. 1, No.1, 

2017 

 

Ningrum, Diajeng Kusuma, Budi Ispiyarso dan Pujiono,”Kebijakan Formulasi 

Hukum Pidana di Bidang Perpajakan Sebagai Upaya Peningkatan 

Penerimaan Negara”,Jurnal Law Reform, Vol 12, Nomor 2, Tahun 2016 

 

Nizar, Muhammad Afdi and Kutantoro, “Underground Economy Activities in 

Indonesia”, MPRA Paper No. 65608, posted 21 July 2015 

 

Suyani, Emik, “Analisis Skema Presumptive Untuk Penghitungan Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak UMKM di Indonesia”, Jurnal Info Artha, Vol. 1, 

No.2, 2017 
 

HASIL PENELITIAN/TUGAS AKHIR  

Apriani, Putri Diah Ayu, 2017, Hubungan Konsep Diri Dengan Perilaku Konsumtif 

Mahasiswa Terhadap Produk Fashion, Skripsi, Fakultas Psikologi, 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  

Japhta, Rubin, Prashant Murthy, Yopie Fahmi, Anastassiya Marina, Aati Gupta, 

2016, UKM yang dimiliki Wanita di Indonesia: Kesempatan Emas untuk 

Institusi Keuangan Lokal, hasil penelitian,  International Finance Corporation  

Trigita Ardikawatijava Tresna, 2013, Perilaku Konsumtif Dikalangan Mahasiswa 

FIS UNY Pada Klinik Kecantikan, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Yogyakarta, Yogyakarta 

Kebijakan Ekstensifikasi Pemberian NPWP Secara Jabatan Dalam Kaitannya Dengan Asas Economic
Of
Collection (Studi Kasus Underground Economy Pada Sektor UMKM Di Kecamatan Depok Kabupaten
Sleman)
UMY ZAHROH, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



3 

 

 

 

 

Wening, Endah B, 2014, Pengaruh Norma-Norma Sosial Terhadap Perilaku 

Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Tesis, 

Program Studi S2 Ilmu Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 
 

MAJALAH ATAU KORAN 

Kristiaji, B. Bawono et al, “Memahami Ke(Tidak)Patuhan Pajak”, InsideTax 14th 

Edition, Maret 2013 

 

Kusumastuti, Hadining, “Benturan Hukum Pada Pengenaan PPh Final Bagi Sektor 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, InsideTax 17th Edition, Juli-Agustus 

2013 

 

Samuda, Sri Juli Asdiyanti, “Underground Economy In Indonesia”, Buletin 

Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol 19, Nomor 1, Juli 2016 
 

Tobing, Ganda Christian, Kepatuhan Pajak Pada Shadow Economy : Relevansi, 

Konsekuensi, Dan Solusi, InsideTax 14th Edition, Maret 2013 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata 

Cara Perpajakan; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4740 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubaha 

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak 

Penghasilan; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893 

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2008 Nomor 93 

 

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan 

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/03/2012 tentang Jangka Waktu 

Pendaftaran dan pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, 

Kebijakan Ekstensifikasi Pemberian NPWP Secara Jabatan Dalam Kaitannya Dengan Asas Economic
Of
Collection (Studi Kasus Underground Economy Pada Sektor UMKM Di Kecamatan Depok Kabupaten
Sleman)
UMY ZAHROH, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



4 

 

 

 

Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan 

dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak 

 

Surat Edaran Nomor SE-08/PJ/2015 Tentang Petunjuk Kegiatan Ekstensifikasi, 

Pendataan, Penilaian Dan Pendukung Lainnya  

 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-35/Pj/2013 Tentang Tata Cara 

Ekstensifikasi 

 

DOKUMEN/DATA  

 

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman 

 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman 

 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Bidang Ekstensifikasi Kabupaten Sleman  

 

WAWANCARA  

 

Wawancara Ibu Sri Wahyuni Budiningsih, tanggal 17 Mei 2018 di Kantor Dinas 

UKM dan Koperasi Kabupaten Sleman.  

 

Wawancara responden pada tanggal 13 September 2018 pukul 11.46 WIB  

 

Wawancara dengan KPP Pratama Sleman Seksi Ekstensifikasi pada tanggal 8 

November 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman  

 

INTERNET 

 

Badan Pusat Statistika Kabupaten Sleman, 

https://slemankab.bps.go.id/statictable/2017/11/08/82/luas-wilayah-

banyaknya-penduduk-dan-kepadatan-penduduk-per-km2-menurut-

kecamatan-di-kabupaten-sleman-2016.html, diakses 18 Agutus  

 

Badan Pusat Statistik, “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, diakses 

https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-

.html, tanggal 04 September 2018 

 

Kebijakan Ekstensifikasi Pemberian NPWP Secara Jabatan Dalam Kaitannya Dengan Asas Economic
Of
Collection (Studi Kasus Underground Economy Pada Sektor UMKM Di Kecamatan Depok Kabupaten
Sleman)
UMY ZAHROH, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



5 

 

 

 

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, “Capaian Pertumbuhan Ekonomi 

Berkualitas di Indonesia”, 

http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_CAPAIAN_PERTUMBUH

AN_EKONOMI_BERKUALITAS_DI_INDONESIA20140821142017.pdf, 

diakses 11 Agustus 2018 

 

Chandra Budi, “Sensus Pajak dan Underground Economy”, 

http://www.pajak.go.id/content/article/sensus-pajak-dan-underground-

economy , diakses 12 Mei 2018 

 
Damayanti, “Dewi, Polemik Pajak atas UMKM”, 

http://www.pajak.go.id/article/polemik-pajak-atas-umkm, diakses 03 Juni 

2018 

 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, 

https://dinkopukm.slemankab.go.id/data-statistik/data-ukm/, diakses 19 

Agustus 2018 

 
Direktorat Jenderal Perpajakan, “Inklusi Kesadaran Pajak Dalam Pendidikan, 

http://www.pajak.go.id/content/booklet-inklusi-kesadaran-pajak, diakses 29 

Maret 2018 

 

Ibrahim, Syarif, “Pengenaan Pph Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto 

Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan Pph Untuk 

Meningkatkan Voluntary Tax Compliance”, Pusat Kebijakan Pendapatan 

Negara-Badan Kebijakan Fiskal, 

https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian%20pph%20final%20

umkm_pkpn.pdf, diakses 21 juli 2018  

 

Kami, Indah Mutiara, “ Indeks Persepsi Korupsi 2017, Indonesia Peringkat ke-96”, 

diakses pada https://news.detik.com/berita/3879592/indeks-persepsi-

korupsi-2017-indonesia-peringkat-ke-96 tanggal 13 September 2018 

 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Perekonomian Indonesia dan APBN 

2“Perekonomian Indonesia dan APBN 2017”, 

https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017, diakses 29 Maret 2018 

 

OECD, “Shining Light on the shadow economy : opportunities and threats”, 2017, 

diakses pada www.oedc.org/tax/crime.html tanggal 08 September 2018 

Kebijakan Ekstensifikasi Pemberian NPWP Secara Jabatan Dalam Kaitannya Dengan Asas Economic
Of
Collection (Studi Kasus Underground Economy Pada Sektor UMKM Di Kecamatan Depok Kabupaten
Sleman)
UMY ZAHROH, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



6 

 

 

 

 
Rizky Utama, “Size Ekonomi Besar dari si Padat”, 

https://www.kompasiana.com/uutama/55b46af726b0bd041cf0f601/size-

ekonomi-besar-dari-si-padat-penduduk pukul 10.42, diakses 14 Agustus 

2018 

 
Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak, diakses pada 

http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Siaran%20Pers%20PP23.pdf  

tanggal 09 September 2018   
 

Setiawan, Sakinah Rakhma Diah, “Usaha Mikro Dan Kecil Tak Perlu Lagi Izin 

Usaha, Cukup Mendaftar”, 

Https://Ekonomi.Kompas.Com/Read/2016/03/10/175500226/Usaha.Mikro.

Dan.Kecil.Tak.Perlu.Lagi.Izin.Usaha.Cukup.Mendaftar, diakses 20 Mei 

2018 

 

Tribun Jogja, LIPSUS: 95 Persen Perekonomian DIY Disumbang Oleh UMKM, 

http://jogja.tribunnews.com/2016/06/22/lipsus-95-persen-perekonomian-

diy-disumbang-oleh-umkm, diakses pada tanggal 13 Mei 2018 
 

 

 

 

Kebijakan Ekstensifikasi Pemberian NPWP Secara Jabatan Dalam Kaitannya Dengan Asas Economic
Of
Collection (Studi Kasus Underground Economy Pada Sektor UMKM Di Kecamatan Depok Kabupaten
Sleman)
UMY ZAHROH, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


